
1. Undang-Undang Nemer 27 Tahun 1959 tentang Penetapan

Undang-Undang Darurat Nemer 3 Tahun 1953 tentang

Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran

a. bahwa berdasarkan Pasal 97 ayat (1) Peraturan Pemerintah

Nemer 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan

Daerah, perlu adanya standar harga satuan setiap unit

barang/ jasa di Pemerintah Kota Banjarmasin ;

b. bahwa untuk menindaklanjuti dan mengakomodir beberapa

usulan penyesuaian tentang Standar Satuan Harga Barang

dan Jasa dari beberapa Satuan Kerja Perangkat Daerah

(SKPD) perlu dilakukan perubahan Kedua atas Peraturan

Wali Kota Banjarmasin Nemer 38 Tahun 2021 tentang

Standar Satuan Harga Barang dan Jasa Kota Banjarmasin

Tahun Anggaran 2022;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan dengan

Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Kedua atas

Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nemer 38 Tahun 2021

ten tang Standar Satuan Harga Barang dan Jasa Kota

Banjarmasin Tahun Anggaran 2022.

WALlKOTABANJARMASIN,

DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA

Mengingat

Menimbang

PERUBAHANKEDUAATASPERATURANWALlKOTABANJARMASIN

NOMOR 38 TAHUN2021 TENTANGSTANDARSATUANHARGABARANGDAN

JASA KOTABANJARMASINTAHUNANGGARAN2022

TENTANG

PERATURANWALlKOTABANJARMASIN
NOMQR -;7 TAHUN 2022

WALlKOTABANJARMASIN
PROVINSI KALlMANTANSELATAN



Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor

4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

6757);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem

Infonnasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah

diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010

ten tang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56

Tahun 2005 tentang Sistem Infonnasi Keuangan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor

110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5155);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang

Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 63-22);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019

Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tabun 2004 tentang

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai

Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia



Ketentuan Lampiran I dalam Peraturan Wali Kota Banjarmasin
Nomor 38 Tahun 2021 tentang Standar Satuan Harga Barang
dan Jasa Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah

Pasall

PERATURANWALlKOTATENTANGPERUBAHANKEDUAATAS

PERATURANWALl KOTABANJARMASINNOMOR 38 TAHUN
2021 TENTANGSTANDARSATUANHARGABARANGDANJASA

KOTABANJARMASINTAHUNANGGARAN2022

MEMUTUSKAN:

tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur

Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020

tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021

tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 926);

11. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016
tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota
Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun
2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota
Banjarmasin Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2021
tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin
Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota
Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran
Daerah Kota Banjarmasin Nomor 63)

12. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2021
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah
Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor66);

Menetapkan



BERlTA DAERAHKOTABANJARMASINTAHUN 2022 NOMOR -j7

IKHSANBUDIMAN

SEKRETARIS DAERAHKOTABANJARMASIN,

Diundangkan di Banjarmasin
pada tanggal 3 I.. r- t ~".c..~

lBNU SlNA
-+-

WALlKOTA BANJARMASIN,

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal ~l l"J_ret .c..L.,~L

pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya

dalam Berita Daerah Kota Banjarmasin.

memerintahkanmengetah uinya,orangsetiapAgar

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Pasal 2

iru.

Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 38), diubah sehingga

berbunyi sebagaimana tercantum dalam lampiran yang

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota



WALl KOTA BANJARMASIN
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